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| PUTUSAN
. - o Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

. Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadlh perkara
ter-tentu pada peradilan tingkat perlama dalam persidangan majells. telah -
menjatuhkan putusan dalam petkara Cerai Talak, antara:

mmmm umuwr 58 tahun, agama Islam pendldikan Mi,
peker]aan Petani, ternpat tinggal di Dusun il, RT.02, Desa Sindang

- Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering  Hir,
setanmhya dssebutsebagal Pomohon - | :

_mdamn :

mm«w mmhhm mm
mml.mﬂmlmmu RT.01, MW:

- $ari, Kecamatsn . Lempuing, Kabupaten Ogan Komemg Wr,
uhnjumyadisobutsabagmhmohon

Pengadilan Agarm tembut:
Teiah nnmhaoa dan mempolajan berkas perkara
Telah nnadengar katerangan Pemohon di pemdangan;
Telsh mmbm-bukh yang diajukan di pamdangm
' Bahwa Pemohon .telah rnenga;ukan Pennohonan denqnn surat
.Permohonannya tanggal 01 Februari 2013 dan telah terdaftar d| Kepnnihman :

. Pengadilan Agama Kayuagung dengan register ' pevkara " Nomor -
0150/Pdt.G/2018/PA Kag tanggal 05 Februari 2018 dongan ahsan-alasan yang :
pada pokoknya wbagae berikut:

: Him. 1 dari 17 him. Pubusan Nombr 15/PILGI201BPAKAG.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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‘1.” Bahvwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah monlkah di
kKabupatan Ogan Komering llir pada tanggal 04 Nopember 2010 yang
tercatat pada Kantor Urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komenng

Wir dengan Kutipan . ‘Akta  Nikah Nomor 74812&0(112010 langgal 08

| Nopember 2010 '

' 2 Bahwa saat Pemohon memkahl Termohon berstatus duda siteri meninggal,
| sedangkan Termohon berstatus janda suami meninggal, dan. antara
" Pemohon dengan Te'nrl:phon belum pernah bercerai; : ‘ |
3. Bahwa setelah melaksanakan pemikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 1 tahun tidak
N pernah plndah-plndah sagt ini antara Pemohon dengan Termohon
berpmh tempat tinggal, selama pemlkahan tersebut Pemohon dengan
Tenmmn ‘tefah hidup rukun dan bergaul sebagaimana Iayaknya suami
isteri (ba’ da dukhul) narhun belum dikarunial anak;

:4, Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Tennohon awalnya

- ,ruumymhammmmhun,ngmmmmpm

5.'1 Bahwa penyebab pefsellslhan dan pertengkaran antara Pemohon dangan
Torrrmhonadalah

- - TMM’WMNWMMMM-
' Pgtml'lon,

- Tmndmnhdﬁpmmmppennhhm

6. . mmmmmmmmm

" pada tanggal 20 Dessmber 2011 disbabkan Termohon merasa kurang

mmmhmmn,mmwmm.

-safnpmnmeenmhmpulangkemmahomnamanyadldasasmdmg‘

. Sani, makadansejakhtantaraPemohondanTermhontohhhtMM

rumah sampai sekarang selama kurang lebih 6 tahun dan selama pisah
tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

© " Him. 2 dari 17 him. Putusan Nomor 150/PdLGIZ018/PA KAG:
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7. Bahwa selama ini Pomohon telah berusaha untuk bersabar dangan
keadaan im dengan harapan suatu ‘'saaf keadaan akan beruboh namun
keadaan tersebut tldak pemah menjadi baik dan sekarang Pemohon fidak
sanggup lagi untuk .membina rumah tangga dengan Tarmohon dan
percemun adalah jalan: terbalk yang harus ditempuh; '

8. Bahwa Icaluarga Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha menasehati
'- dan merukunkan mmah tangga Pemohon dengan Tem\ohon

9.'. Bahwa dengan keadaan Pemohon dengan Termohon yang demikian ini,
sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dlpertahankan

Balm berdasarkan alasan—alasan tersebut dl atas mai(a Pcmotm

‘PonggdalanAgamaKayuagung.

3. mnkanmyapummuaadenganhukummhemku

-'ATAuimmmm berpendapat lain, mohonpummmmn-
Bahwa Pemohon datann menahadap sendiri di depan su_hm-
_-Manokngwnothpemhda&ngnmgMdapkemn_
fwmmmrmmwammm !
danpaﬂ.ﬂwbanyakduakah pada tanggal 14 Februari 2018 dsn 02 Maret
.2018 }ugauaak mangutusorang!ann sebagai wakllahukumnyamsah_
sadanghntemyatabarmaﬂdakhadlmyaTwmhonbukanm:ﬂeh
w-uwhdﬂﬂﬂanvangsah |
- W" cata rrmwtjurkm M Pm W';

 Wim, 3 dari 17 him. Putusen m 1mwmm

Disclaimer
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mamportahankan rumah tangganya serta rnemberikan pandangan temang
akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi fidak berhesil, '

Bahwa madms; tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tldak pemah_
hadir di pamdangan, e _ | .
' - Bahwa pemenksaan perkara ini dimulai dengan dtbacakan surat
‘ Permohonan Pemohon dengan register Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Kag
tanggal 05 Februari 2018, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan
oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat -didengar jawabannya, karena
tidak hadir di- persidangan, '

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dam Pennohonannya ﬁelah
'ménga;ukan bukti surat, yaitu Kutipan Akia Nikah Nomor 748/28/XI2010
* tanggal 08 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
‘Lsmpwng KﬁupatenOngmnennglhryangtahhbunmmwm tolah
dinaugahﬂ di Kantor Pos, teiah dilegalisi Kopmihrm Pcmum Agm
'mm&ﬂ. | i o
Umur50tahun Agama Isiam Pendidikan SLTP
'Pmmmtam bertempalunggalleTooa Desa Sindang Sari, Kecamatan |
, Lompuhg KahupatenoganKomeﬁnglhr salwhmbutmamﬁuabogm
‘saudaia sepupu Pemchon, lalu menerangkan dl ‘bawah sumpah pada'
"pokm ubagalbemtut.

» mmmm'rmm mmm
Y mmWMTmmmm

. Bmmhhm#ahPemohondanTemoiwnbmmmal_
dimnﬁhPemﬂMn o s

. Bahwa selama harumah tangga Pemohon dan Tumehun bolum_ :
dakarumai anak;

 Him. 4 dari 17 bim. Pubisen Nomor 15/Pdt GRCHUPAKAG.

t

Disclaimer
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Bahwa pada awainya keadaan rumah tangga Pernohon dan
To!mohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 butan
.mnletaplsetehhitukeadaanmmahmnggaPmm

Termohon sering teqadl perselisihan dan pertengkaran;

+ Bahwa Saksi mmgetahu. rumah tangga Pemohon dan Torrmhon
sonng berselmh dan bertengkar karena saksi pemah melihat dan
mondengar Iangsung saat Pemohon dan Ten'nohon sedang
berselisih dan berhengkar

.‘-' Bahwa Saksa pemah melihat Iangsung 3 kali dan mndengar'
iangsung 3 kali saat Pemohon dan Temohon. sodang bgm_dsih dan
Bertengkar; | A

.,umdanTmhmmmwﬂm'
| '.mwmmmmm._ |

' dan Termohon sdaish Termohon tidsk pemah merasa cukup stee .
'pombenannaﬂmhdanPemohon .

. EahwasaatimPemohondanTemohonmwm
~ singgal selama kurang lebih 6 tahun;

-l'_memmwmm

'« Bahwa selama Pemohon dan Termohon - berpisah tempat tinggal

mmmemwmm
-mmmmmewwm,
mamng-masmgsebagalsuamusten _ :

_.BnhwakemrgaPetmhondanTenmhoanhM'

" rnerukunkan, akanmpssan\paldengansaatuﬁmakberhuﬂ

. WMWMWPWMTM ARMUN
'mmmwmyammmrm .

o

: 1
i - N

Disclaimer
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2. WWMMDXUmur 49 tahun, Agama lsiam, Pendidikan SD,
Pekerjaan tani, berternpattmggal di RT.03, Desa Sindang San. Kecamatan

' \Lempulng Kabupaten Ogan Komering llir, saksi tersebut mengaku sebagai
tetangga Pemohon, lalu menerangkan di- bawah sumpah pada pokoknya

'sebagal berikut:

+« Bahwa Sakm kenal dengan Termohon sebagal istri dari Pemohon

» Bahwa antara PemohondgnTemohonbeiumpemahbem |

+ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
" rumah Pemohon; o ' ‘

e Bahwa - selama befumah tangga Pemohon dan Tamnhon belum
dlkarumal anak;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
nﬂamdanhurmomselamakuranglebihitahunakanwmhm
:' mnah tangga Pomdm m Tu;mm m m;
WWWMWWMTMM
kamnasakupemahmlthﬂtdanm-

.'

'y mmmmﬁhﬂhmmmmm
wﬂmmmrmmwmm

WPWMTWMMW&W

'. : wohen dan Termghon sendir; __ L

. WWmmmmme:
bompapertengkarmmulut

. Bdmpenyebabpunohslhandanpenengkarammmpmdm_

TmohonadahhTmmohmudakpemahmummm‘
nafikah dari Pemohon;

Min. 8 dar 17 mn.pm Normor 1WW

Disclaimer
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+« Bahwa 'sa#t ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat. tinggal
| selama kurang lebih 6 tahun.

| ‘. BaiwaTarmohonyangmenmggalkan kadlamanbarsama

. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tampat unggal antara
Pemohon dengan Termohon sudah tidak mergalin komumkasu tndak
saling padullkan Iaql dan tidak lagi- monjalankan kewajiban maetng

" masing sebagai suami isteri;

« . Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon felah berupaya mru_kpnkan. |
" akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil,

. BmaSakslpemhmenasehahPmmOndanTemmlm .namun
: Pemohon tatap pada kaingmannya untuk bercerai dengan Tennohon

. Bahwn Pemohon menyatakan telah menwkupkan alat bmchnvsa dan_
o udukalmma;mn akat bukti ain;

Bdwa Pemohon di- persndangan mnyarmamn mmpulln secara
| hsanyampmpokdmyampadapemhmanmmotmmn

munmmenngkaslslpumunml makaugdauomtum
mnhquabmbeﬁhacan:dmgmempakankeWyangukWn_
dmmpums_amm.

PERTIMBANGAN HUKUM.

mmmbm bahwa , maksud dan tu}uan Pumdm Pamhon
'Wm-mm
e W y bahwa. dalam perkara ini Pemohon ingin _"” |
-' . '-1: son, besdusarian Prasl 49 Huruf (s) den. Perjaineen gk (37) Pessi
48 Hund {8) Angka (8) {Undang-undang Nomor .3. Tohun | 2006 Sentang
berbahen atas Undang-undang Nomor 7 Tshun 1989 tertang Peradian
'Agmdanpembahantsrakhlrdenganumngﬂndangmsohmmm
dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (@) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
PeukmnanjundoPasaIBSAyat (1) Undang—undenguonwf?‘l’ahun 1989

" Him. 7 dari 17 him, Putissan Nornor 190/PALG2OWPAKAG

Disclaimer
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m Peradilan Agama, maks Pengadilan Agama Kayuagung secara absolut
herwenang memenksa mengadlh serta memutus perkara ini;
mmnbeng. bahwa Pemohon mendalitkan telah - meianwnﬂlﬂﬂ
pom secara hukum {slam dan tercatat di- Kantor Urusan Agmna.
'Lompumg, Kabupatan Ogan Komering ilir, kemudian mengajukan 'Permohonan
izin untuk mencoralkan Tmmohon dengan talak satu raj'l, dengm alasan
. perselisihan dan porhngwan ‘'secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi
:'danakunkm maka Pemohon memillkl kedudukan hukum (Legwma peisona
standi in Jjudicio) untuk mengajukan Permohonan izin untuk manoeralkan
Temwohon,

bang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg;undo Pasal
ZBPW ParmnntahNomrQTahun 1975, Pemohonmeotmohonuah _
Jroveme mmmmmmmmw
. jurvirnbe mmWmemm_
'nh-mWWTthmmwm
--mﬁmwmmmwwfmw_
(vorstok) sebagaimana ketentuan Pasal 140 R.Bg;

WMWWPMBZAMU)M(‘)M
mﬂmuﬂmnorTTahmimeMmm ohageir “oleh
"WWnUndang-unﬂangNWSTammmwmm

o '.donganUndang-undangNemorBOTahunzoogjuhctoPmIm Peraturan
S m Nm\orﬁTamMQ?SMapthakunulahqumm.
denganTenndmn akanhhptuaaha-

" v, 8 darl 17 him. Putasein Noeor 1

]
1

Disclaimer
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Pengadilan karena selama pemenksaan pelkam ini benangsung. Termohon.
tidak permah hadnr di persndangan meskipun telah dupanggsl socara resmi dan
patut;

. Memrnbang. bahwa oleh karana upaya mendamalkan Pamohon tidak
berhasil, maka pemeriksaan perkara ini d:lanjuikan yang pada pokoknya
-Pomohon. mendaulkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi
kerukunan dan . keharmomsan -karena telah terjadi pemelmhan dan_
_ pertengkaran dlsebabkan hal-hal sebagal benkut

‘.- Temaehon tldak pemah merasa cukup atas pemberian nafkah dari
‘Pemohon,

Termehon udak patuh tarhadap penntah Pemohon

Mmbang mmm@mmmmmmm
Tmmwmmsmhunmmmmm

| m'memm mmmmm
:ddctnnulama ‘lslam . dan mnqambil alih swagaiwmmmm
'Hmm mxitabm:ammouran,.luzz hetaman 45:

wqcauhéhwf&wirh%x&fmn\l 4

Nﬁnyaziaaaﬂgsiapayangd:pwwdobhmknmdlmmﬂaﬂ
datonmsukomngzaltm makaguguﬂahhahvye

am sc&cm pendapat Mquln Haklm yang lmbunyi
| Oy Dad's jluiaal ﬁu‘ﬁ‘ 5 5ms Jla glau df—‘“ “-‘-.H“J gSally 4-119

. Him. 9 dari 17 him. Puiussn Nomor 1WW :

Disclaimer
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Amnya Apabua (Tonnoﬁon) berhalangan hadir karena bersembunyl atau .
enggan, maka Hakim memeriksa Permohonan dan bukt:—buktl yang
diajukan, kemudtan memutusnya

Monmbang. bahwa dan doktrin ulamae di atas dapat diambit seb:;:
abstraksu hukum bahwa Tem\ohon yang tldak hadir dalam pemuangandapat.
menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap Permohonan Pemohon
dipenksa dan dlputus tanpa kehadlran Termohon, dalam hal _tmlguna.ksr:.:

hatian Maijelis- ‘Hakim dalam memlal pokok perkara ini melawan. hukum .

| tidak mahwan “hukum, serta boralasan atau tidak beralasan, dan ju:ha p:;k(a‘ex

| ini merupakan petkara perceraian yang mempunyai hukum acara us -

.spociaﬁs derogat legi generalis) dan untuk menghmdan kmpaknt:;a KUH.

bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana malcsud Pasal il
Perdata, maka untuk - malakukan perceraian harus cukup alasan,:t:i e

Pemohon (isteri) dan Termohon (suami) tidak dapm hidup rukun 1_ wa; ,_‘_t_gu

‘isteri sesual dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor oy -
- ' Mpmﬂ Peng_phon an mana dapat dmmpp Wh_ |

' quami isteri sesual denga“ Pasal 22 Ayst (2) m ' ah .em
'Tahun 1975, maka Majoiia Hakim pertu mengetahu lebin m

:WMZBSRBQ muatandanbukh(P)munﬂnkoIMWpokok
 perkars yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termchon wikat
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mondlkdl ‘ {bindende ' ). semngga terbukti antara Pemohon dengan Termohon
tenkatpemnan ‘yang sah; o B

" Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P). Juga
'monaaaulun dua orang saksn yaitu Basiran bin Yoso Dmaqodm uamntobm
Sumartono, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah dlsumpah menurutm ,
‘agEnanya “ masing-masing - dan juga tidak terhalang untuk dldeng;a‘

-syarat formll pembuktlan khususnya datam perkara bidang ped:r:at:a:z
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg Jun;to |
Ayat 2): Peraturan ‘Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Wahm
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Peﬂcamna_p, __
keterangan kedua saksu PemOhon tersebut dapat didangarkan

mmmbang bdea;ethakumakannWmnghnmng
mm;htbukﬁsakumhon

ympadauunanyhnmhungga Pemmmrmm-_
‘mmdmhmmmmumm setolah iy sering m

: mmmmdeMTmm |
mm“m dan punc

mmng wmmwmwwmw
"mmmmmmmmmmm-
sokei-
Pasal. 300 RBg, mmwlsummmmm:
isakzlw:obutdapatduadd@ndasafpombaeihm dalam
'Mﬂﬂfsktﬁ-fakﬂymdﬂaﬂkanobhm

iem, 11 dat 7 b, Pulssan Nomor 1504 G APAKAG
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" .Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dlpavkuat ‘
oiéh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelu Hakim
menemukan falda-fakta sabagal berikut: o

. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah susmi isteri sah behm
| dikanmiai keturunan; ' | -

. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

rukun dan harmoms selama kurang jebih setengah tahun numun

- sebblhnya sering ter;adt perselmdnan dan peranqkmn yang tems

menerus,
‘o - Bahwa sampai denqan saat ini Pemohon dan Termohon telah beypisah

watunggalsewkurang labihBtahun dimwngpefgl
'nmnmggalkankedmanbemmaadabhhnndm

: berhasﬁ membuktlkan dam-dam dalam Permohonannya dan juges Majelis mkin':
:talah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga. Pemohon def:;h
Tmmmwmmmmmmmmm”
dibuldisn  Pemohon,” namun Majelis Hakim lebih  lanjut .
-:-mgw@ﬂnpamataummya Pem‘ohomnpamm._

Kompiiasi Huiu.un lslam: .ummmn bahwa perkawinan bul?:mmk
immgudkanmmdupanrumahunggayangwmah,mawaddah n rahmah,
danmndagamkanddmwth-RuumAyat(znyangm
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L E wa ‘l,;/.

555 oo ke e bl 5o S ol il
ﬂwfﬂ,;:w-ﬂ &5 30

Artlnya “ Dan sa!ah satu dani tande—tanda kebosaran Aliah, dlc;ptakan-Nefudkz
joenis dm kamu seorang pasangan . hidup, agar kamu men
vketanangan bersamanya ~dan daad:kan-Nya di antara kamu sahng
mencintai dan salmg kasih sayang. Sosungguhnyg dalam hal .yang
demikian itu mem'pakan perfande kebesaran Aﬂgh bagf orang-orang
_yang berfikir".;

" Menimbang, bahwa. berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat
‘ . '
diketahui, bahwa ‘unsur dari perkawman adaiah adanya ikatan lahir bathi

jika
antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sabagat sten.h |
nya
unsur tersebut tidak terpenuhl dalam ikatan perkawinan, maka sesunggu Y
poﬂuwm ersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk mmbarmk kolua__ . rga.

:Termohon tldak meneapal wjuannya dan tidak ads harapsn mh;: :ﬁ
- kembali dan apablla drpeftahankan maka akan mendmkan rasa Hm.‘
mudharst bagi Pemohon dan Temmohon. Sedangkan dalam ajaran
mongﬁldaﬂmudetwqib dﬂahulukandamadammwﬂm_ .

-"mmmwbumi : | o
@L"@"ﬂ“ op sl 13:

maka
- Arfinya: Dan ;rka merakﬂ ber’azam (beftetap hati untuk) M:,k’-
sesungguhnyaAl!ah Maha Mendengar lagr Msha mngetah |

Him. 13 dact 17 hi, Pubisen Nomor 1804 GI201HPA
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o Artinya: nmlaqyangdapatdinyukduakah sesudah:tuamnﬁMlehkan
' nquklagndengancamyangman:fataumameraikmdaww
mpa:k. _ : | | |

Mmrnbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mangungkapkaﬂ k,aadah

T - diadl s e pie Sudial 12
N‘tlnya Menolak mafsadat lebih didehulukan darf .pada .m_ngambil
mashlahainya.
mmmbang bahwi Majelis Haklm memandang . mﬂu menukil
Ymprudam Mahkamah Agung Republik Indonesia Normot Mﬁx .
jhﬂﬂQdZZAoustus 1991, bahwahdakpoﬂumelmamm

monyebmn perselisihan dan pettengkaran tetapl yang penting apakd'l
sumah tanggs: fu telsh pecah. dan sult didamaiken_legi, menjedi GRAT

Tlhtﬂ'l 1974mmm]o Pasal 19 Humf(f)Peratthminhl'l
Hamatﬁ'famm 1975;% Pasal 116 Huruf(f)Kompﬂnﬂl-kmm m-kal

'mmmmmmﬁukmmmim
'mmumgaMAwﬂaKawm

~ Menimbang; pahwa Pemohon dan Ten-nohon memkm di hadapan
—Pengawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lempum, Kabupaten Ogan
'K@omqmg Wr, dan saat ini Pemohon dan Termohon ﬁnggal ﬂl’wﬂmh__
mmmxmm.wmpwnmmu

Him. 14 dari 17 him, Putusan Nomor 1
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Ayat (1) dln Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 wnhng Peraddan B
Agama sebagaimana yang teiah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
un&ng Nomor 50 Tahun 20091:3 Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama
RI Nomothahun 1990, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22
Oktober 2002 Nomor 2811 UADA-AG!XI2002 maka secara ex officio Majelis
‘Hakim mu'nenntahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk
manyampllkﬂn Salinan Ponmpan ikrar Talak perkara ini Mpada Pegawai
5Pmmmh KantorUmsanAgamaLempumg KabupartenOganKomenng
) llir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Memmbang. bahwa. perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesml pasal 89 ayat (1) 'Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang B
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang- Nomor 3 Tahun
2006 dan perubshan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
W p-m dbebmkanhpada Pemohon;

Komering Ilur untuk dmtat dalarn daftar yang dnsediakan untuk itu

5 MombobankankepadaPunohonuntuknmbayarbmyapemarawjumlah
Rp-ﬂ‘lOOO (lﬂnamwsunpatp;ﬂuhsatunbu fupiah);

mwmwmmmmm%m
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Demikian perkara ini diputus di

Kayuagung berdasarkan musyawarah

. - p
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tangg-;.all Oh
Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1439 Hunya‘-,I
oleh M. Syarif, S.HIL, M.H sebagai Ketua Majelis dan Alimuddin, S.HI., M.

serta Ali Akbarul Falah,

S.HI masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Septi

Emilia, S.HI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung

dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan

4. Biaya Meterai

Disclaimer

inkan terjadi perr

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Septi Emllia, S.HI

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 450.000,-
Rp. 6.000,-

Him. 16 dari 17 him. Putusan Nomor 150!Pdt.G!2018fPA,KAG
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5.BiayaRedsksi ~ : Rp. 5000

. Jumish - : Rp 541.000,-

o ' 'Ter_bilangi_ fima ratus empat puiuh satu ribu rupiah;
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o Him. 17 deri 17 him. Puiusen Novior 1507 GROISFAKAG
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